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KATA PENGANTAR

Asalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta
memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024 selesai disusun.

Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP)  merupakan  media
pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai Kkinerja
instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Batam sebagai bukti
akuntabilitas vertikal. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan LK]jIP ini, dan kami sangat menghargai segala kritik dan
saran yang konstruktif demi untuk perbaikan LKjIP ini. Semoga Allah S.W.T tetap
membimbing dan menyadarkan Kkita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKeluarga
Berencana Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Wassalamu’alaikumWr.Wb.

Batam, 04 Februari 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Batam

—

NIP. 19761128 200212 2 006
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun
2023 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan
gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (performance result)
selama tahun anggaran 2024.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp 26.788.309.094,- dengan dana yang terserap
sebesar Rp 25.589.299.433,- sampai dengan bulan Desember dengan persentase serapan
anggaran sebesar 96.53 %.

Pelaksanaan program sepanjang tahun 2024 secara umum terlaksana dengan baik
yang berkorelasi langsung substansi kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat luas
sehingga implikasinya dirasakan pada capaian indikator program kegiatan tahun 2024.

Hasil capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Batam telah mencapai beberapa sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja
Tahun 2024, Untuk target indikator kinerja IPG sebesar 94.48%, IDG sebesar 58.55% dengan
capaian IPG 94,95%, dan IDG 58.26 %. Untuk target indikator kinerja Persentase Penurunan
Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak sebesar 7 % dengan kondisi saat ini terjadi
peningkatan sebesar 52% kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Sedangkan untuk
Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dan Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)
dengan target TFR 2.32 dan i Bangga 57.28 dengan capaian masing- masing sebesar 2.16 dan
67.26 pada tahun 2024.

LKjlIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2024




BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Batam, berlangsung dengan
mengacu pada perencanaan (jangka menengah) yang telah ditetapkan dalam dokumen
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam dan selanjutnya
dijabarkan dalam Renstra setiap unit organisasi. RPJMD dan Renstra unit organisasi memuat
visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu menengah

(lima tahunan).

Sebagai salah satu bentuk perwujudan Pemerintahan yang baik (Good Governance),
bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, serta sesuai
dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk
membuat laporan akuntabilitas Kkinerja instansi pemerintah  sebagai  wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

DP3APPKB Kota Batam menyusun LKJIP 2024 ini sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Penyusunan
didasarkan pada pencapaian sasaran dan kinerja setiap kegiatan yang berlangsung selama
Tahun 2024, dan selanjutnya laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

dalam perencanaan kegiatan tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKJIP ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2009;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana adalah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan dasar

pembentukan SOTK ini adalah;

® PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada BAB V Tentang
Besaran Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah, dan pada Bagiantiga
tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan (pada pasal 22).

® Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah

® Peraturan Walikota Batam No. 14 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan
Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban tugas
dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara sinergi
berkesinambungan.
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Sesuai Peraturan Walikota tersebut kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam

melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam No. 14
Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanamaka
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencanamempunyai tugas pokok adalah membantu Walikota dalam
melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, selain tugas pokok tersebut Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemnuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan dan
Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian
Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemnuhan Hak
Anak, Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Keluarga
Berencana dan Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga;

3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemnuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan dan
Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian
Penduduk, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.
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2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Batam
memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Koordinator Perencanaan Program
3. Sub Koordinator Urusan Keuangan
c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
1. Sub Koordinator Urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Ekonomi
2. Sub Koordinator Urusan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
3. Sub Koordinator Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Bidang KualitasKeluarga.
d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawabhi :
1. Sub Koordinator Urusan Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;

2. Sub Koordinator Urusan Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi
Dan Partisipasi;dan

3. Sub Koordinator Urusan Pemenuhan Hak Anak Di bidang Kesehatan Dasar Dan
Kesejahteraan.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawabhi :

1. Sub Koordinator Urusan Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap
Perempuan;

2. Sub Koordinator Urusan Perlindungan Anak; dan
3. Sub Koordinator Urusan Data Informasi Perempuan Dan Anak.
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :

1. Sub Koordinator Urusan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian
Penduduk;

2. Sub Koordinator Urusan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
3. Sub Koordinator Urusan Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi.
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g. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, membawabhi :
1. Sub Koordinator Urusan Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Sub Koordinator Urusan Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
3. Sub Koordinator Urusan Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana
danPembangunan Keluarga;
h. UPTD; dan

I. Kelompok Jabatan fungsional
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

KEPALA DINAS

Novi Harmadyastuti,S.Sos
NIP. 197611282002122006

|

Kepala UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak
Tengku Komalasari

Vacawali, Skm

NIP.196812101988112001

Sub Bagian TU

Roliana Siburian, AMAK
NIP 197903202006042013

Royhandy Rifanto,

NIP. 198408302010011003

Sekretaris

S.Kom

]

[

1

Perencana Ahli Muda

Marni Sitindaon, SS
NIP. 198201232009032006

Analis Keuangan Pusat

Dan Daerah

Sub Bagian Umum Dan

Kepegawaian
Salmivati, S. Kom

NIP.197707162008032001

Bidang
Pengarusutamaan
Gender Dan Pember
Dayaan Perempuan

Kasmawati, S
NIP 197506052009032003

Bidang Pemenuhan Hak
Anak

Sri Yanti, SE, MLSi
NIP.197502102000032006

b

Anahs Kebyjakan Ahh
Muda

Fera Darmavanti, S.IP
NIP.198702112011012004

Analis Kebijakan Ahli
Muda

Sri Rahmi Fitrianty, SE
NIP. 196912102002122008

Bidang Pencegahan Dan Bidang Pengendalian Bidang Keluarga
Penanganan Korban Penduduk Dan Sejahtera Dan
Kekerasan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Keluarga
Fisca Anggiana, SE Mutiara Ayu, S.IP
NIP. 197107142000032007 198708142007012002 dr.Dewi Murni
NIP. 197512252006042029
Analis Kebyakan Ahli Penata Kependudukan Penata Kependudukan
Muda Dan Keluarga Berencana Dan Keluarga Berencana
Ahli Muda Ahli Muda
Dedy Suryadi,
AKS, MH Ir. Indawaty Wakid jo Tiaman Sitorus, SE

NIP. 196709291988031009

NIP. 196711021994032005

NIP 196508221986022006

b-—1

Analis Kebyjakan Ahli Analis Kebijakan Ahl
Muda Muda
Nurul Yuni, SH
NIP 1974062620021 22005
Analis Kebijakan Analis Kebijakan Ahli
Ahli Muda Muda
Ulfi Ramavanti, SST

NIP.196806111988012003
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Anahis Kebyjakan Ahli
Muda

Teddy Subandi, S.IP
NIP 198106102008011011

Penata Kependudukan
Dan Keluarga Berencana
Ahli Muda

Liberty Luci Patimang,
SKM
NIP 197112161 998032008

Penata Kependudukan
Dan Keluarga Berencana
Ahli Muda

Isnaini, S.Ag.
NIP. 196603191998032002

Analis Kebijakan Ahli
Muda

Hasriati, SE
NIP, 19741027200901 2004

Penata Kependudukan
Dan Keluarga Berencana

| Ahli Muda

| | Dan Keluarga Berencana

Penata Kependudukan

AbhiM
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3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus menerus dan berkesinambungan maka
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis didalam
urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana di Kota
Batam, yang didalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mempertimbangkan berbagaiaspek
strategis organisasiantara lain berkenaan dengan tugas dan fungsi organisasi sehingga
dipandang perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1) Memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan
berwawasan nasional secara optimal dan memadai,

2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan
perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

3) Pemerataan dan peningkatanan Pelayanan dibidang Keluarga Berencana, kesehatan
reproduksi baik berupa pengadaan Alat Kontrasepsi maupun penyediaan petugas
layanan.

4) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian Keluarga Sejahtera melalui

pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan
pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, maka kedudukan dan peran perempuan
perlu mendapat perhatian khusus sertaperlu ditingkatkan secara terus menerus, sehingga
kedepankan terutama untuk tingkat Kabupaten/Kota perempuan menjadi salah satu unsur
terpenting dalam keluarga Yang memegang kunci utama keberhasilan pembangunan pada
umumnya.

Kemudian yang berikutnya adalah masih adanya kaum perempuan yang latar
belakang pendidikannya belum memadai sehingga sangat diperlukan kebijakan
pengarusutamaan gender (PUG) dan penyadaran gender dimasyarakat tentunya melalui
program yang berorientasi pada peran, aspirasi, keutuhan dan permasalahan perempuan

secara komprehensif.
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4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
didukung oleh personel/ SDM sebanyak 65 orang dengan uraian sebagai berikut

Tabel 1.1 Menurut Golongan

No Uraian Menurut Golongan Jumlah
I I i v

1. Struktural - - 6 4 10
2. Fungsional - - 10 - 10
3. Staf - 2 25 2 29
5. PPPK - - - - 9
6. | THL - - - -

Jumlah - 2 41 6

Jumlah 65

Tabel 1.2 Menurut Tingkat Pendidikan

No Uraian Menurut Pendidikan Jumlah
SLTP SLTA D3 S1 S2

1. Struktural - - 1 7 2 10
2. Fungsional - - - 9 - 9
3. Staf - 4 7 16 2 29
5. PPPK - - 1 8 - 9
6. | THL - 2 - 5 -

Jumlah - 6 9 45 4 65
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan
yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam
APBD Tahun Anggaran 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai
bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga
Berencana Kota Batam, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara
langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat
penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan
kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut
dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja per
kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan akuntabilitas Kkinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan

sistematika sebagai berikut:

Babl Pendahuluan menguraikan tentang: Data Umum Organisasi, Aspek Strategis
Organisasi, dan Sistematika Penyajian

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan beberapa hal penting dalam
perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang: Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan
Analisis Capaian Kinerja; serta Akuntabilitas Keuangan.

Bab 4 Penutup menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah
dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan Kkinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Batam di tahun mendatang.

LK]IP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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BAB |1

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Penyusunannya telah melibatkan
seluruh komponen perangkat pemerintahan pada DP3APPKB Kota Batam, yang
menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama DP3APPKB beserta seluruh karyawan
dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan DP3APPKB Kota
Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan

dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintahan di Kota Batam.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan
penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. DariVisi dan
misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi

pencapaiannya.

41. VISI & MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi
harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan
produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus
dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2023



Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Visi Kota Batam adalah “Terwujudnya Batam

Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Dan Misi yang menjadi acuan penetapan tujuan Dinas sesuai RPJMD 2021-2026 adalah
“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia”

4.2. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai
penjabaran dari visi dan misi walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-

isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Tujuan :

“Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak
perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri”

4.3. SASARAN

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang
telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis DP3AP2KB telah
dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran dirumuskan untuk mewujudkan atau

menjelaskan tujuan yang akan di capai.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2024
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Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan

program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang

akan diperoleh hasil yanglebih baik.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan kota Batam
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

B o=

Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Dengan indikator kinerja utama :

1.

2
3.
4

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Persentase Penurunan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Angka Kelahiran Total (TFR)

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Penetapan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam diharapkan dapat memberikan fokus pada

penyusunan program kegiatan yang akurat efisien dan dapat dicapai.

Adapun sasaran sebagai berikut :

1.

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan anak di laksanakan melalui
Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pengarustamaan gender;
mengoptimalkan peran kelembagaan Pokja PUG dan focal point perangkat daerah
dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yangresponsif
gender; mengoptimalkan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan
perempuan. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya capaian

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks PemberdayaanGender.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui upaya
meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat
dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai Yyaitu
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kualitas
penanganan korban kekerasan, meningkatnya capaian Kota Layak Anak.
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dilakukan melalui upaya. Peningkatan
rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE, optimalisasi peranan
kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran-
sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam
Ber-KB, Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga, UPPKS danPIK-KRR.
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga dilakukan melalui upaya melalui
aktivitas pelatihan/pembinaan ketahanan dan usaha peningkatan pendapatankeluarga

sejahtera dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga.

B. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, Strategi

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam

melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1) Kebijakan

Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan ataupun

tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi kebijakan- kebijakan

yang ditetapkan Walikota Batam dan berbagai kebijakan internal lainnya yang mendasari

pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan
RENSTRA Tahun 2021-2022. Kebijakan tersebut meliputi :

Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan
PPRG dan pendampingan implementasi PPRG; Peningkatan pemberdayaan
perempuan dalam berbagai bidang

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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Menyelenggarakan Sosialisasi dan Koordinasi penyelenggaraan Anggaran
Responsif gender pada perangkat daerah

Peningkatan penyuluhan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan
anak termasuk tindak pidana perdagangan orang

Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kota layak anak
Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin
perempuan

Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan

hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja operasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
Program Peningkatan Kualitas keluarga

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pemenuhan Hak Anak

Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengendalian Penduduk

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

© 0o N o g bk~ w DN

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode

tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh
Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja

Tahunan.

1) Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi tahapan-
tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Batam mengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang

ingin dicapai di Tahun 2022. Untuk setiap sasaran strategis yang ada

diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan
pencapaian sasaran.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS),

diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2022 untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Batam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran

strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada

tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

d) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk

tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiat

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2024
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2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

1 | Meningkatkan
Kesetaraan  Gender
serta perlindungan

hak-hak perempuan Indeks 94.48%
dan anak menuju Pembangunan
keluarga yang mandiri Gender (IPG)

Meningkatnya Pemberdayaan
Perempuan Kota Batam

melalui :

1.Program Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah

2.Program Peningkatan
ogra eningkata Indeks

Pemberdayaan 58.55%
3.Program Gender (IDG)

Keluarga Sejahtera

Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan

Perempuan

4.Program Pengelolaan
Sistem Data Genderdan
Anak

Meningkatnya  Perlindungan | po sentase

terhadap perempuan dan Anak 6.5%

penurunan  kasus

melalui : keker asan
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1.Program Perlindungan

Perempuan

2.Program Pemenuhan
Hak Anak

3.Program Perlindungan

Khusus Anak

terhadap
perempuan dan

anak

Terkendalinya pertumbuhan
Penduduk Melalui :

1.Program
i Angka  Kelahiran
Pengendalian g 232 %
Penduduk Total (TFR)
2.Program Pembinaan
Keluarga Berencana
(KB)
Meningkatnya kualitas
ketahanan keluarga melalui : Indeks
0
Program  Pemberdayaan Pembangunan 57.28%
Keluarga

dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)
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BAB Il
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target yang tertuang
dalam indikator kinerja utama Dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban Kinerja Instansi
setiap tahunnya. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran
strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam yaitu:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam

2. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak
3. Terkendalinya pertumbuhan Penduduk
4

Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam keempat
sasaran strategis di atas bertujuan untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Batam dalam
upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang pada tahun 2024 berada pada
capaian 94.95. Pelaksanaan program di tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik
dan tidak mengalami kendala sigjnifikan yang berpengaruh terhadap realisasi dan capaian
kinerja. Dari total pagu Anggaran sebesar Rp 26.788.309.094,- dengan anggaran yang

terserap sebesar Rp 25.859.299.443,- dan persentase sebesar 99.53%.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Kota Batam diwujudkan melalui pelaksanaan Program :

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

3. Peningkatan Kualitas Keluarga

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :
1. Program Perlindungan Perempuan
2. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Program Pemenuhan Hak Anak
Sasaran Strategis Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk di wujudkan melalui Program :
1. Pembinaan Keluarga Berencana
2. Pengendalian Penduduk
Dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga diwujudkan melalui program :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Dan Program Penunjang Urusan Administrasi pemerintah sebagai Program pendukung
yang merangkum semua pelaksanaan kinerja dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Batam.

Sesuai dengan Indikator perjanjian kinerja Tahun 2023 program tersebut telah
dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Berikut capaian indikator

kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam Tahun 2023:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

. o 2024
No si?ﬁ;g% Indikator Kinerja . . KATE
Target Realisasi Capaian | GORI
1 2 3 4 5 6 8
1 | Meningkatnya Indeks 58.50 58.26 99.58% | Sangat
Pemberdayaan Pemberdayaan Tinggi
Perempuan Kota Gender (IDG)
Batam
2 | Meningkatnya Persentase 6.5% Meningkat Tidak
Perlindungan Penurunan kasus 52 % Tercapai
terhadap Kekerasan terhadap
perempuan dan perempuan dan
Anak anak
3 | Terkendalinya Angka Kelahiran 2,32 2,16 107.4% | Sangat
pertumbuhan Total (TFR) Tinggi
Penduduk

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
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4 | Meningkatnya

kualitas
ketahanan
keluarga

Indeks
Pembangunan
Keluarga

57.28

67.26

21

117.58%

Sangat
Tinggi

Sumber Data : BPS Kota Batam, Link Kinerja BKKBN Prov.Kepulauan Riau

Tabel 3.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

N Sasaran Indikator 2023 2024

0 : L
Strategis Kinerja — - — -

Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian

1 2 3 4 5 6 4 5 6

1 | Meningkatnya Indeks 58.50 58.65 100.25 | 58.55 58.26 99.58%
Pemberdayaan Pemberdayaa %

Perempuan nGender
Kota Batam (IDG)

2 | Meningkatnya Persentase 6% Meningkat| Tidak | 6.5% Meningkat | Tidak
Perlindungan Penurunan 23.2% |Tercapai 52% |Tercapai
terhadap kasus
perempuan dan Kekerasan
Anak terhadap

perempuan dan
anak

3 | Terkendalinya Angka 2.34 2,16 108.3% 2.32 2,16 107.4%
pertumbuhan Kelahiran Total
Penduduk (TFR)

4 | Meningkatnya Indeks 57.26 59.76 104.3% | 57.28 67.26 117.58%
kualitas Pembanguna
ketahanan nKeluarga
keluarga

Pembangunan manusia berbasis gender

merupakan program prioritas Dinas

pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan sasaran pencapaian Indeks pembangunan

Gender yang berkorelasi dengan pencapaian misi ke-2 Walikota Batam dalam upaya

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Dan misi

ini dituangkan dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yakni Meningkatkan Kesetaraan

Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri
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Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) bersinergi erat dengan pelaksanaan
sejumlah kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Sebagaimana yang tertuang dalam komponen pengukuran untuk Indeks pembangunan Gender
yang berkaitan dengan Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Ratalama
Sekolah, Pendapatan Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki-
laki. Kelima aspek tersebut berkontribusi erat dalam pencapaian Indeks Pembangunan
Gender(IPG). Sepanjang tahun 2024 pelaksanaan program dalam mendukung tercapainya
keempat sasaran diatas telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian IPG KotaBatam
sebesar 94.95.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidupyang
seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai
kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam mendukung terlaksananya pembangunan
kota Batam dari berbagai sektor kehidupan yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan
pemberdayaan gender kota Batam. Gambaran secara umum saat ini masih banyak perempuan
yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga
belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping
itu, perempuan saat ini masih merasakan adanyadiskriminasi sosial yang mengakibatkan
adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri
perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki
pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

Pada tahun 2024, 20.852 orang perempuan turut aktif dalam kegiatan Pengarusutamaan
Gender dan peningkatan kapasitas SDM Perempuan yang mencakupi kegiatan yang bersifat
sosialisasi, pembinaan dan pelatihan soft skill bagi kaum perempuan. Melalui Program
Peningkatan Kualitas Keluarga yang bersinergi dengan kegiatan PKK Kota Batam perempuan
turut berperan aktif dalam berbagai even dan peringatan seperti halnya Peringatan Hari Ibu,
Peringatan Hari Kartini, Pembinaan Akhlak Mulia, Hari Kesatuan Gerak PKK dan kegiatan
Keagamaan Halal Bi Halal PKK yang melibatkan 16.700 orang perempuan. Secara umum
kegiatan ini bertujuan untuk menggali nilai dan kapabilitas kaum perempuan agar berkontribusi
aktif dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Disamping
membangun mental dan mind set kaum perempuan tentunya perlu dibekali dengan
keterampilan dasar sebagai modal usaha dan kerja mandiri yang diharapkan dapat
meningkatkan taraf hidup dan pendapatan perkapita keluarga. Sepanjang tahun 2024 telah
terlaksana pelatihan Publik Speaking bagi 370 Peserta, pelatihan Tata Rias dan kecantikan
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Kesehatan Perempuan bagi 1025 Orang, Pelatihan Lanjutan Tata Rias dan kecantikan
Kesehatan Perempuan bagi 285 Orang, Pelatihan Tata Boga untuk Pemula bagi 865 Orang,
Pelatihan Keterampilan Kuliner dan Pengembangan Usaha bagi 822 Orang dan Pelatihan
Workshop bagi Usahawan Pemula bagi 785 Orang. Total perempuan yang dilatih sebanyak
4.152 orang sepanjang tahun 2024. Berbagai kegiatan pelatihan dilakukan dalam upaya
meningkatkan kapasitas SDM perempuan kota Batam di bidang ekonomi kreatif sehingga
mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan kota
Batam. Maka melalui kontribusi perempuan ini dapat mendukung SDM Kota Batam yang
terampil dan berbudaya serta dan meningkatnya kualitas hidup keluarga pada tahun 2024 telah
dicapai persentase peningkatan SDM perempuan sebesar 4.46%.

Pada tahun 2024 Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Kelembagaan PUG telah
terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam tetap melakukan upaya
optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender
melalui koordinasi melalui pelatihan PPRG bagi 50 orang perencana dan staf OPD se-kota
Batam. Representasi program ini dicapai melalui pencapaian anggaran yang berbasis gender
yang pada tahun 2024 Anggaran Responsif Gender kota Batam mencapai
Rp.275.238.219.473,- (12.85%) dari total belanja langsung APBD sebesar Rp.
3.536.328.182.818,- Dengan pengalokasian anggaran ini diupayakan program pembangunan
kota Batam bersinergi dengan GAB/GBS dan tata kelola pembangunan yang berporos gender.
Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui
pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang
menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender kota Batam. Pada tahun 2024 tetap
dilakukan pemanfaatan Sistem Aplikasi SIPUGA yang mengacu kepada system GAB/GBS
yang diharapkan dapat menjadi basis data pelaksanaan gender di Kota Batam. Dan ketersediaan
data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat
OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen

masyarakat.

Melalui program inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya meningkatkan Indeks
Pembangunan Perempuan, dan Indeks Pemberdayaan Gender di kota Batam yang berkorelasi
dengan pencapaian IPM Kota Batam secara umumnya. Keberhasilan dalam pencapaian ini
tentunya melibatkan semua sektor dan unsur-unsur lainnya yang prior dalam usaha
pembangunan kota Batam baik dalam level pemerintahan maupun komponen swasta lainnya.

Secara umum, dalam mewujudkan kualitas hidup dan potensi perempuan untuk mendorong
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pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam telah dilakukan berbagai langkah progresif
yang memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan

dalam melangsungkan kehidupan berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya
dan sosial.

Menjelaskan kondisi ini sebagai berikut capaian IPG dan IDG Kota Batam Tahun 2024
yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya :
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Melalui grafik di atas dapat dijelaskan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94.95 yang
meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 94.75. Pada tahun 2023 IPM Laki- laki
sebesar 85.31 dan IPM Perempuan sebesar 80.83. Sedangkan pada tahun 2024 IPM Laki-laki
85.62 dan IPM perempuan sebesar 81.30. Ada peningkatan IPM perempuan sebesar 0.47 dari
tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya akselerasi percepatan pembangunan perempuan

yang mengikuti percepatan capaian pembangunan laki-laki.

Sebagai berikut komponen IPG Kota Batam Tahun 2023 dan 2024 :

KOTA UHH EYS MYS PENGELUARAN IPM

BATAM PERKAPITA IPG
L P L P L P L P L P

2023 | 7163 | 75.49 | 13.21 | 13.34 | 11.36 | 11.17 | 27.027 | 17.748 | 85.31 | 80.83 | °*7°

2024 | 55 16 | 75.89 | 13.35 | 13.23 | 11.37 | 11.07 | 17.907 | 9.646 | 85.62 | 81.30 | °*°

Sumber Data : BPS Kota Batam

Dari masing-masing komponen, perempuan masih lebih lambat peningkatannya di
rata-rata lama sekolah sebesar 11.07 dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang hanya sebesar
9.646 dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 17.907
Perempuan hanya unggul di umur harapan hidup sebesar 75.89 dibanding laki-laki sebesar
72.16 dan harapan lama sekolah juga lebih rendah sebesar 0.12 point di angka 13.23 dibanding
laki-laki 13.35. Namun secara umum, IPG Kota Batam tercapai diatas IPG Nasional yang
sebesar 91.85.

IDG Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 58.26. capaian ini terlihat menurun sebesar
0.24 point dari tahun sebelumnya IDG sebesar 58.50. Sebagai berikut komponen IDG Kota
Batam tahun 2024 :

TAHUN Keterlibatan dalam Perempuan sebagai Sumbangan
Parlemen Tenaga Profesional | Pendapatan Perempuan
2023 8.00 43.36 29.63
2024 8.00 42.50 29.02

Sumber Data : BPS Kota Batam
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Pada tahun 2024 IDG Kota Batam menurun sebesar 0.24 point. Hal ini terlihat dari
persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 29.02 dan keterwakilan perempuan
yang duduk di parlemen yang seharusnya mencapai kuota 30 % masih belum tercapai sesuai
harapan karena masih berada di angka 8%. Demikian halnya perempuan sebagai tenaga
profesional masih dibawah angka 50 % yaitu sebesar 42.50%. Hal ini perlu mendapat
perhatian dari pemerintah kota Batam dalam membuka akses dan kesempatan maupun
membuka wawasan kaum perempuan agar turut bersumbangsih terhadap perencanaan dan
peningkatan pembangunan kota Batam. Dan diharapkan sinergitas kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas terkait lainnya seperti UMKM, Dinas Tenaga Kerja yang
andil dalam melakukan berbagai pelatihan dan pembinaan terhadap perempuan dapat
meningkatkan akselerasi dan kontribusi positif kaum perempuan dalam progress usaha

pembangunan kota Batam melalui tenaga professional dalam sektor pekerja.

Demikian halnya sumbangan pendapatan perempuan kota Batam pada tahun 2024 dapat
terus ditingkatkan. Seterusnya diharapkan indikator ini sebagai sinyalmen yang positif dan
berkelanjutan sehingga kaum perempuan tidak lagi menjadi kaum yang tebelakang tetapi turut
andil dalam bagian yang besar dalam upaya pembangunan kota Batam secara umumnya.
Melalui pencapaian ini perempuan harus lebih aktif lagi menggali kapasitas dan potensi diri
dengan mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk
mengimbangi akselerasi laki-laki di dalam lapangan pekerjaan. Dalam hal keterwakilan di
parlemen perempuan pun masih menunjukkan capaian yang belum maksimal. Demikian halnya
dengan sumbangan pendapatan perempuan masih terlihat adanya diskriminasi dimana
sumbangan pendapatan perempuan masih di bawah angka rata-rata sumbangan pendapatan
laki-laki.

Dengan pencapaian ini, secara umum melalui Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan
Sistem Data gender dan Anak sasaran strategis yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan
kualitas keluarga telah terlaksana dengan baik dengan IPG sebesar 94.95 dan IDG sebesar
58.26.
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Jika dibandingkan dengan target Nasional secara umum pencapaian indikator IPG kota

Batam sebesar 94.95 masih diatas standard dan akselerasi pembangunan gender dapat

menyesuaikan dengan target yang diharapkan. Namun pada capaian indeks Pemberdayaan

Gender masih perlu usaha dan berbaikan yang signifikan karena masih mencapai 58.26.

dibandingkan perolehan tingkat nasional sebesar 76.90. Dan untuk angka kelahiran total Kota

Batam telah mereperesentasikan usaha dan perbaikan dalam upaya pengendalian jumlah

penduduk dengan angka kelahiran total (TFR) sebesar 2.16 yang sedikit lebih rendah dari

capaian nasional sebesar 2.1. Sedangkan Indeks Pembangunan Keluarga tercapai dengan baik

pada angka 67.26 dengan target yang diharapkan sebesar 57.26. Berikut perbandingan capaian

indikator dengan target Nasional Tahun 2024.

Tabel 1.1.3. Tabel Perbandingan Capaian dengan Standard Nasional

STAND
No Sasaran Indikator 2024 ARD
Strategis Kinerja — ——— NASION | Persentase
Target | Realisasi | Capaian AL Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya
Pemberdayaan Indeks
Perempuan Kota | pemberdayaan | 58.50 | 5826 | 99.58% | 7690 | SANGAT
Batam Gender (IDG) TINGGI
2 | Meningkatnya Persentase
Perlindungan Penurunan
terhadap kasus
perempuan dan Kekerasan 6.5% |Meningkat| Tidak
Anak terhadap 52% |Tercapai
perempuan dan
anak
3
Terkendalinya Aln%ka
pertumbuhan T*éfa?&fég) 2.32 216 | 107.4% | o4 | TINGGI
Penduduk
4
Meningkatnya Indeks 0
kuamags y Pembangunan | 57-28 | 67.26 | 117:58% 1§24 STAIE'SQIT
ketahanan Keluarga
keluarga

Sumber Data : BPS, Link Data BKKBN dan Laporan Kinerja DP3AP2KB Tahun 2024
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Batam sebagai pusat industri dan wisata tampaknya menjadi daya tarik yang memikat
setiap orang untuk mencoba hidup di kota Batam hal ini tentunya memicu tingginya mobilisasi
penduduk yang masuk ke Kota Batam yang secara umum menciptakan masalah sosial yang
kompleks dewasa ini. Banyaknya pencari pekerjaan perempuan yang datang yang tidak
diimbangi dengan skill yang memadai maupun ketersediaan lapangan pekerjaan menciptakan
tingginya angka pengangguran di kota Batam. Secara psikologis hal ini mengakibatkan tingkat
stress kehidupan yang tinggi, karena banyaknya pasangan muda yang menikah, sulitnya
memperoleh memperoleh sumber penghidupan akibat keterbatasan lapangan pekerjaan
sementara harus membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Akibatnya banyak kasus

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.

Di sisi lain Batam sebagai border line dan tujuan transit ke luar negeri mengakibatkan
seringnya terjadi tindak perdagangan orang ataupun trafiking, yang pada umumnya dialami
oleh perempuan. Seringkali korban dijanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan gaji yang tinggi
melalui akses keluar kota Batam. Namun ternyata hanyalah sebuah kedok yang berujung pada
perdagangan orang dan dipekerjakan sebagai penjaja seks komersil. Fenomena ini bukan lah

sesuatu yang langka di kota Batam.

Dalam hal inipun Dinas Pemberdayaan Perempuan telah berupaya semaksimal
mungkin menjalin kerjasama dengan jejaring Tindak perdagangan orang maupun kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang ada di kota Batam, diantaranya adalah :Komisi Keadilan
Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri, Yayasan Embun Pelangi,
Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK,

Gembala Baik dan stakeholder terkait lainnya baik vertical maupun horizontal.

Sebagai berikut gambaran Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kota

Batam dalam kurun 5(lima) tahun terakhir :
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DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
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Sumber Data : Laporan Tahunan UPTD PPA

Melalui grafik di atas di gambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota
Batam dalam kurun 5 tahun terakhir angkanya meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan
tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2022 cenderung menurun namun kekerasan perempuan dan
anak kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Dari tahun 2022 ke tahun 2024 kekerasan
perempuan dan anak meningkat dengan tajam. Kekerasan cenderung lebih tinggi terjadi pada
anak dibandingkan dengan perempuan. Kekerasan pada anak meningkat sebesar 65.9% dari
tahun 2023 ke tahun 2024.

Secara akumulatif Pada tahun 2024 ada kenaikan 52% angka kekerasan terhadap
perempuan dan anak di bandingkan tahun 2023 yang meliputi 47 orang kekerasan perempuan
dan 219 orang kekerasan pada anak dengan total keseluruhan sebanyak 266 orang. Sedangkan
pada tahun 2023 kekerasan perempuan dan anak hanya sebanyak 175 orang. Data ini sesuai
dengan yang terlapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Pada masa kini masalah pada anak
adalah masalah yang cukup serius dan kompleks. Melalui upaya preventif dan mitigasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan sosialisasi dengan intens kepada orang tua dan
masyarakat umum sehingga upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan
anak lebih progressif lagi. Pelaksanaan sosialisasi ini juga melibatkan stakeholder dan dinas
terkait dalam rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan kekerasan
perempuan dan anak. Dengan ada nya keterbukaan informasi terhadap masyarakat maka
belakangan ini masyarakat yang mendapatkan kekerasan proaktif dan cenderung lebih terbuka
melaporkan kekerasan yang mereka alami. Demikian halnya dengan terbentuknya UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak yang memperkuat basis layanan kemasyarakatan terhadap

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2024




30
korban kekerasan perempuan dan anak telah memberikan ruang dan akses bagi korban untuk
melapor kepada pemerintah. Keterbukaan akses dan informasi teknologi melalui internet kerap
memicu terjadinya aksi kekerasan dan perilaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur
terutama dan cenderung pelaku kejahatan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat seperti
ayah kandung, kerabat yang tinggal di rumah dan tetangga sekitar. Pada tahun 2024 dari 219
orang anak yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 150 orang. Kondisi ini sangat
memprihatinkan tentunya bagi kelangsungan genderasi penerus bangsa Indonesia. Disamping
itu dapat dijelaskan bahwa psikologis hidup keluarga yang rapuh dan tidak kuat dalam fondasi

nilai moral dan sosial memicu kecenderungan perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2024 sebanyak 266 orang perempuan dan anak yang mengalami

kekerasan mencakupi 47 orang kekerasan terhadap perempuan per total perempuan 638.206

dan 219 orang kekerasan terhadap anak per total anak kota Batam saat ini sebesar
411.364 orang. Disamping keterbukaan akses dan keberanian masyarakat untuk melapor,
salah satu yang melatarbelakangi hal ini adalah rapuhnya nilai tatanan keluarga terkait kaidah
norma dan sosial yang perlu mendapat edukasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak
diharapkan dapat menjadi prioritas perbaikan selanjutnya. Selain itu hal ini juga di latar
belakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat kota Batam yang
dengan tuntutan hidup secara ekonomi dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan
di tahun 2024 ini yang sangat terbatas jumlahnya. Dan meningkatnya peluang/ kesempatan
melakukan aksi pelecehan karena keterbukaan informasi dan teknologi melalui handphone dan
gadget menyebabkan kerentanan yang lebih tinggi bagi perempuan dan anak mengalami

kekerasan baik kekerasan ekonomi maupun psikologis terutama seksual.

Pada umumnya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang meninggalkan
trauma psikologis berkepanjangan. Menyikapi keadaan ini Dinas pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam gencar
melakukan sosialisasi Perda Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan
Anak di tingkat kecamatan maupun kelurahan Kota Batam. Maka dengan aktif
mensosialisasikan perda tersebut diharapkan perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan
sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik. Disamping itu untuk
mengurangi kekerasan terhadap anak dilaksanakan pembentukan Satgas Anti kekerasan
terhadap perempuan dan anak telah dibentuk pada 2 pos yaitu Kelurahan Mangsang dan
kelurahan Tanjung Riau. Satgas ini memberdayakan masyarakat agar aktif memantau dan

mengawai kondisi sekitar terkait perkembangan dan perlindungan anak di kota Batam.
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Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 s.d.
tahun 2024 telah terbentuk 18 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan
Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak 12 Kecamatan sebanyak 44 Forum
Anak tingkat kelurahan se kota Batam dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak
di kota Batam yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 2 kecamatan Belakang padang dan
Bulang. Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak
seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan klinik laktase di tempat -tempat umum
(Mall, bandara, perkantoran, dll). Demikian halnya keberadaaan KPPAD Kota Batam yang
turut mangambil bagian besar dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuh
kembang anak secara umum di kota Batam.

Dengan demikian pada tahun 2024 telah dilakukan upaya yang sangat baik dalam
peningkatan perlindungan perempuan dan anak baik dalam penanganan terhadap korban
maupun pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan
dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak diterima total 266 orang melalui
pengaduan dan kunjungan baik melalui Dinas P3A P2 & KB, P2TP2A dan KPPAD Kota
Batam. Adapun mekanisme pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan yang dilakukan
oleh Dinas P3AP2A & KB Kota Batam maupun P2TP2A Kota Batam tersebut melalui ;

Pengaduan / Identifikasi

Investigasi

Konseling dan Pendampingan korban; Psikologi dan Hukum
Penanganan di shelter ( Rumah Singgah)

o~ w0 N oPE

Reintegrasi Sosial

Kendatipun usaha yang dilakukan untuk meningkatkan layanan maupun pencegahan
kekerasan terhdap perempuan dan anak sudah maksimal namun pada kondisi real di tahun 2024
target yang ingin dicapai belumlah tercapai dengan baik. Karena pada tahun 2024, target
indikator Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak tidak terealisasi sesuai
yang diharapkan pada angka penurunan kasus sebesar 7% yang berbanding terbalik dengan
adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara kumulatif sebesar
52%. Kondisi ini memerlukan upaya perbaikan dalam peningkatan sosialisasi dan penyuluhan
kepada masyarakat terkait resiko dan faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Dalam hal ketercapaian partisipasi aktif perempuan dan peningkatan
perlindungan perempuan dan anak ini, maka kualitas ketahanan keluarga di Kota Batam
meningkat sesuai dengan yang diharapkan.
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Jumlah Penduduk kota Batam dari tahun ke tahun umumnya mengalami peningkatan.
Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya daya tarik dalam lapangan pekerjaan di Kota Batam
yang memberikan stimulus bagi kaum pencari kerja untuk masuk ke Kota Batam. Umumnya
penduduk yang masuk ke kota Batam adalah usia produktif antara 18 s.d. 40 tahun. Pada tahun
2024 populasi kota Batam berjumlah 1.294.548 jiwa meningkat jumlah nya dari tahun 2023
yang berjumlah 1.240.792 jiwa. Terlihat kenaikan disebabkan oleh faktor kota Batam sebagai
daerah tujuan pencari kerja. Masih tingginya minat pendatang masuk ke kota Batam untuk
mencari lapangan kerja mendorong peningkatan jumlah penduduk kota Batam sepanjang tahun
2024. Penduduk kota Batam umumnya didominasi oleh usia produktif yang beresiko tinggi

terhadap tingginya angka kelahiran di kota Batam.

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan
program pelayanan KB gratis dengan sasaran Pasangan Usia Subur yang pada akhirnya
diharapkan pada target pencapaian Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptiveprevalence
rate/ CPR) dan TFR atau Angka kelahiran Total Penduduk.

CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang
memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota
Batam Tahun 2024 sebanyak 200.123 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam pada tahun
2024 sebanyak 163.263 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi
Pasangan Usia Subur (PUS) x 100. Pada tahun 2024 capaian dari indikator ini sebesar 81.58
% dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 81.5 walaupun ada sedikit
penurunan dibanding pencapaian tahun 2023 sebesar 82.18 %.

Pencapaian CPR (contraceptive prevalence rate) ini dilakukan melalui penyuluhan dan
layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Pada tahun 2024 tetap
dilakukan upaya dan layanan KB secara maksimal baik di klnik layanan pemerintah maupun
swasta yang tentunya pelayanan KB sehingga informasi mengenai program pembangunan
kependudukan dan KB tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat kota Batam. Dan dalam
mendukung program Keluarga Berencana telah didistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke
105 Faskes dan klinik KB baik pemerintah maupun swasta yang memudahkan masyarakat

untuk menerima palayanan dan edukasi tentang KB.
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Pencapaian CPR berkorelasi dengan indicator TFR (Total Angka Kelahiran) secara
langsung. Kedua indikator ini berimplikasi satu sama lainnya dalam upaya mengurangi laju
pertumbuhan penduduk Kota Batam. Indikator ini merupakan indikator turunan nasional yang
ditujukan untuk dapat memantau keberhasilan program Bangga Kencana di lapangan. kedua
indikator tersebut strategis dalam melihat tingkat fertilitas suatu wilayah, termasuk mencakup
kesehatan reproduksi perempuan.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan
program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama
pembangunan kota Batam. Remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam
perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting
dalam melahirkan tunas generasi yang unggul dalam hal ini di lakukan melalui Program
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melalui Bina Keluarga Remaja yang
diselenggarakan di sekolah sekolah se-Kota Batam sebagai basis dan panduan informasi

pembangunan keluarga sejahtera.

Demikian halnya penggerakan kampung KB dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan
masyarakat tentang konsep dan tatanan nilai pelaksanaan program KB di kota Batam.
Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang
tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB dan sebagai model perencanaan dan
pengembangan program KKBPK yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga
Berencana(PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub
PPKBD 448 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Pada tahun 2024 juga dilaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
melalui Bakti Sosial Pelayanan KB gratis di 12 (dua belas) kecamatan dan pelayanan KB
serentak dalam peringatan hari Kontrasepsi Nasional yang berkontribusi besar dalam

pencapaian persentase pemakai kontrasepsi (CPR) sebesar 81.58.
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Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan
program KB ini, maka ketercapaian Contraceptive Prevalence rate di kota Batam Tahun 2024
sebesar 81.58% dan TFR sebesar 2.16 dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk tahun 2024. Dengan kata lain capaian indikator ini terintegrasi dari keberhasilan
penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta
PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam. Sebagai berikut Pencapaian Peserta KB aktif
pada tahun 2024 :

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN SE KOTA BATAM

TAHUN 2024
METODE KONTRASEPSI MODERN JUMLAH
NO | KECAMATAN ’UI';’l'JL:H oND PP — PESERTA
SUNTIK | PIL oM | MPLAN | 1D | ot | MAL KB AKTIF
BELAKANG
1 | DADANG 2659 1872 321 152 301 342 3 132 45 3168
2 | BATUAMPAR | 9962 3251 | 2341 | 1027 466 | 2004 0 55 0 9144
3 | SEKUPANG 25931 | 9806 | 5711 | 1888 1664 | 1562 | 168 196 1763 22758
4 | NONGSA 20179 | 5846 | 3229 893 982 636 4 187 659 12436
5 | BULANG 2156 412 221 215 451 141 0 293 1 1734
6 | LUBUK BAJA 7778 3942 | 2380 | 1613 383 247 0 0 1381 9946
7 | SEI BEDUK 18774 | 4917 | 4691 | 2462 463 353 16 45 60 13007
8 | GALANG 3166 1576 390 76 273 42 0 56 135 2548
9 | BENGKONG 17825 | 7822 | 1679 750 573 448 0 20 1613 12905
10 | BATAM KOTA | 29400 | 15832 | 4880 | 2662 1497 | 1736 | 20 499 1880 29006
11 | SAGULUNG 41096 | 12196 | 7626 | 2298 1730 | 819 3 297 2991 27960
12 | BATU AlJl 21197 | 11030 | 4064 634 1346 | 885 10 194 488 18651
JUMLAH 200123 | 78502 | 37533 | 14670 | 10129 |9215| 224 | 1974 | 11016 | 163263

Sumber Data : Laporan Tahunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB -DP3AP2KB
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Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan
Stunting, melalui program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilakukan
berbagai pendekatan kepada masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat resiko stunting pada
kelahiran anak di Kota Batam. Melalui tim pendamping keluarga yang dibentuk sebanyak 544
tim di tingkat kecamatan dan kelurahan pada tahun 2024 diberikan edukasi dinikepada calon
pengantin, ibu hamil maupun ibu menyusui tentang resiko stunting pada calon bayi dan anak
balita sedini mungkin. Program pembangunan keluarga selain menyasar kepada perbaikan dan
pencegahan stunting juga dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga
melalui pembinaan kepada masyarakat yang dibentuk melalui kelompok ketahanan keluarga
(BKB, BKL,BKR, PIK-R dan UPPKS) Program ini mengupayakan adanya pemahaman
masyarakat terkait pembinaan keluarga dan upaya peningkatan taraf hidup keluarga melalui
bekal keterampilan usaha keluarga dan wawasan dalam membentuk keluarga sejahtera mandiri
yang pada akhirnya nanti menyasar kepada peningkatan kualitas ketahanan keluarga (indeks
pembangunan keluarga) Pada tahun 2024 telah terbentuk sebanyak 430 kelompok ketahanan
keluarga yang terdiri dari BKB, BKL, BKR, UPPKA dan PIK-R (470 Kelompok) dan
diharapkan dapat berkontribusi aktif meningkatkan edukasi pembangunan keluarga yang
bertujuan mencapai sasaran indeks pembangunan Kota Batam dengan target sebesar 57.24
dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 67.26 dengan komponen pendukung sebagai berikut :

Indeks i Bangga Kota
Indeks Ketentraman kemandirian Indeks Kebahagiaan Batam
67.26 54.09 65.29 59.76

Sumber Data : Link Capaian Kinerja BKKPN Prov. Kepulauan Riau

Demikian halnya penyediaan sarana dan prasarana layanan KB yang terlaksana 100
% di tahun 2024 melalui renovasi 5 balai Penyuluhan KB yang terdapat di Kecamatan
Sagulung, Sei Beduk, Bengkong, Nongsa dan Bulang sebanyak 10 unit BKB KIT Stunting
yang diserahkan kepada mayarakat melalui faskes dan fasilitas layanan KB upaya
menyukseskan program Pembinaan Keluarga Berencana di Kota Batam dalam upaya edukasi

dan pencegahan stunting di Kota Batam.
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan laporan akuntabilitas keuangan pelaksanaan program tahun 2024 juga
telah terlaksana dengan baik dengan serapan anggaran sebesar Rp 25.589.299.433,- (96.53%0)
dari total anggaran sebesar Rp. 26.788.309.094,- Pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan
pelayanan KB Metode Kontrasepsi modern yakni MOP dan MOW pada pelaksanaan Program
Pembinaan Keluarga Berencana yakni jumlah sasaran KB Modern Pria dan Wanita tercapai
sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya tidak tercapai
sesuai harapan karena belum maksimalnya keterbukaan mind set masyarakat dalam
melaksanakan metode KB Modern Pria dan Wanita, namun terobosan di tahun 2024 dengan
menguatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai testimoni target

daripada kegiatan ini tercapai dengan baik.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan DAK BOKB tahun 2024 terlaksana dengan baik
dengan persentasi fisik 99.86 % dalam upaya meningkatkan pelayanan KB dan pembangunan
keluarga sejahtera. Program ini memuat pembinaan kader KB, layanan KB, maupun sosialiasi
penyuluhan program KKBPK dan stunting kepada masyarakat kota Batam sepanjang tahun
2024 dan memberikan edukasi dini kepada masyarakat terkait pencegahan gangguan
pertumbuhan pada anak (Stunting) sebagai generasi emas penerus pembangunan kota Batam.
Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran aktif tenaga lini lapangan KB (PPKBD/SUB PPKBD)
tingkat kecamatan dan kelurahan dalam membinan dan mengembangkan kelompok ketahanan
keluarga (BKB,BKR, PIK-R, UPPKS) dan Tim pendamping keluarga yang dibentuk sebanyak
544 Tim (1632 orang) pada tahun 2024 se- kota Batam. Melalui peningkatan pelayanan KB
dan edukasi tentang program pembangunan keluarga baik di klinik pemerintah dan swasta
maupun faskes se-kota Batam telah diterapkan dengan baik sehingga pencapaian indikator
CPR sebesar 80.0 tercapai diatas target tahun 2024 pada angka 81.0, TFR sebesar 2.16 dari

target yang ditetapkan sebesar 2.34 dan capaian indeks pembangunan Keluarga sebesar 67.26.
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Sasaran
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No

Sasaran
Strategis/IKU

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

2

3

4

5

7

8

Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan Kota
Batam

58.55

58.26

99.58%

5.562.396.900

5.409.860.400

97.00%

Meningkatnya
Perlindungan
terhadap
perempuan dan
Anak

7%

Meningkat
52 %

Tidak
Tercapai

1.577.649.000

1.427.322.529

90.47%

Terkendalinya
pertumbuhan
Penduduk

2,32

2,16

107.4%

4.971.433.499

4.532.499.015

91.17%

Meningkatnya
kualitas
ketahanan
keluarga

57.28

67.26

117.58%

333.900.000

331.213.300

99.19%

Sumber Data : Laporan RFK DP3AP2KB Tahun 2024
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Realisasi
Nama Program / Kegiatan Pagu APBD Realisasi L Sisa
Kode /Sul:?Kegiatan Perubahan Keuangan Realisasi | Apggaran
Fisik (%)
(%)
Bulan Bulan
Desember Desember
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG 98.61% 99.95%
URUSAN 11,082,509,695 153,562,196
PEMERINTAHAN
DAERAH
2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan 98.81% 100.00%
Perangkat Daerah 10,274,896,345 122,087,970
2.08.01.2.02. | Penyediaan Gaji dan 98.81% 100.00%
0001 Tunjangan ASN 10,274,896,345 122,087,970
2.08.01.2.06 | Administrasi Umum 89.68% 96.59%
Perangkat Daerah 153,367,750 15,832,690
2.08.01.2.06. | Penyediaan Komponen 100.00% 100.00%
0001 Instalasi Listrik/Penerangan 6,996,000 -
Bangunan Kantor
2.08.01.2.06. | Penyediaan Peralatan dan 84.28% 100.00%
0002 Perlengkapan Kantor 21,501,750 3,380,750
2.08.01.2.06. | Penyediaan Peralatan 100.00% 100.00%
0003 Rumah Tangga 4,944,000 -
2.08.01.2.06. | Penyediaan Bahan Logistik 95.57% 100.00%
0004 Kantor 8,151,000 361,000
2.08.01.2.06. | Penyediaan Barang Cetakan 83.61% 100.00%
0005 dan Penggandaan 7,183,000 1,177,340
2.08.01.2.06. | Penyelenggaraan Rapat 89.57% 95.00%
0009 Koordinasi dan Konsultasi 104,592,000 10,913,600
SKPD
2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik 97.68% 100.00%
Daerah Penunjang Urusan 48,783,000 1,133,000
Pemerintah
2.08.01.2.07. | Pengadaan Peralatan dan 97.68% 100.00%
0006 Mesin Lainnya 48,783,000 1,133,000
2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa 98.09% 100.00%
Penunjang Urusan 419,032,600 8,009,236
Pemerintah Daerah
2.08.01.2.08. | Penyediaan Jasa 87.64% 100.00%
0002 Komunikasi, Sumber Daya 42,834,600 5,295,396
Air dan Listrik
2.08.01.2.08. | Penyediaan Jasa Pelayanan 99.28% 100.00%
0004 Umum Kantor 376,198,000 2,713,840
2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang 96.51% 100.00%
Milik Daerah Penunjang 186,430,000 6,499,300
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Urusan Pemerintah
Daerah
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2.08.01.2.09.

0001

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

86,580,000

98.83%

100.00%

1,010,500

2.08.01.2.09.

0002

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

83,530,000

95.08%

100.00%

4,108,800

2.08.01.2.09.

0006

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

16,320,000

91.54%

100.00%

1,380,000

2.08.04

PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

3,226,402,000

98.28%

100.00%

55,352,200

2.08.04.2.01

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak
Anak tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

3,226,402,000

98.28%

100.00%

55,352,200

2.08.04.2.01.

0003

Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

3,226,402,000

98.28%

100.00%

55,352,200

2.08.02

PROGRAM PENGARUS
UTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

2,292,036,900

95.77%

100.00%

96,977,300

2.08.02.2.01

Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

34,859,900

97.88%

100.00%

738,300

2.08.02.2.01.

0002

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan
PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota

34,859,900

97.88%

100.00%

738,300

2.08.02.2.02

Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2,257,177,000

95.74%

100.00%

96,239,000

2.08.02.2.02.

0001

Sosialisasi Peningkatan

Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,

Sosial dan Ekonomi

2,257,177,000

95.74%

100.00%

96,239,000

2.08.05

PROGRAM
PENGELOLAAN

43,958,000

99.53%

100.00%

207,000
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DAN ANAK
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2.08.05.2.01

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

43,958,000

99.53%

100.00%

207,000

2.08.05.2.01.

0002

Penyajian dan Pemanfaatan
Data Gender dan Anak
dalam Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota

43,958,000

99.53%

100.00%

207,000

2.08.03

PROGRAM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

572,249,000

88.17%

98.64%

67,668,500

2.08.03.2.01

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

494,684,000

98.92%

100.00%

5,360,500

2.08.03.2.01.

0001

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

494,684,000

98.92%

100.00%

5,360,500

2.08.03.2.02

Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

77,565,000

19.67%

90.00%

62,308,000

2.08.03.2.02.

0002

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

77,565,000

19.67%

90.00%

62,308,000

2.08.07

PROGRAM
PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

382,255,000

84.60%

95.16%

58,850,471

2.08.07.2.01

Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

101,500,000

97.27%

100.00%

2,769,000

2.08.07.2.01.

0004

Advokasi dan pendampingan
Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan
/program/ kegiatan
pencegahan KTA

101,500,000

97.27%

100.00%

2,769,000
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2.08.07.2.02

Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

211,735,000

74.21%

91.27%
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54,608,000

2.08.07.2.02.

0005

Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

53,820,000

87.18%

95.00%

6,900,000

2.08.07.2.02.

0006

Koordinasi Pelaksanaan
Layanan AMPK

157,915,000

69.79%

90.00%

47,708,000

2.08.07.2.03

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

69,020,000

97.87%

100.00%

1,473,471

2.08.07.2.03.

0006

Peningkatan kapasitas SDM
lembaga penyedia layanan
perlindungan dan
penanganan bagi AMPK
tingkat daerah
Kabupaten/Kota

69,020,000

97.87%

100.00%

1,473,471

2.08.06

PROGRAM
PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)

623,145,000

96.18%

100.00%

23,807,500

2.08.06.2.01

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non-Pemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

623,145,000

96.18%

100.00%

23,807,500

2.08.06.2.01.

0002

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

623,145,000

96.18%

100.00%

23,807,500

2.14.03

PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA (KB)

4,637,533,499

90.59%

99.89%

436,247,784

2.14.03.2.01

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

1,389,203,600

89.27%

99.64%

149,093,274

2.14.03.2.01.

0008

Pengendalian Program
KKBPK

80,000,000

97.89%

100.00%

1,686,000

2.14.03.2.01.

0014

Advokasi Program Bangga
kencana oleh pokja advokasi
kepada Stakeholders dan
Mitra Kerja

100,000,000

64.22%

95.00%

35,776,000
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2.14.03.2.01.

0013

Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE)
ProgramBangga Kencana
sesuai Kearifan Budaya
Lokal

190,003,600

61.39%

100.00%
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73,353,100

2.14.03.2.01.

0012

Promosi dan KIE Program
Bangga Kencana Melalui
Media Massa Cetak dan
Elektronik serta Media Luar
Ruang

100,000,000

91.59%

100.00%

8,409,250

2.14.03.2.01.

0011

Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program
Bangga Kencana melalui
Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

180,000,000

99.29%

100.00%

1,270,000

2.14.03.2.01.

0010

Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan
Bangga Kencana

739,200,000

96.13%

100.00%

28,598,924

2.14.03.2.02

Pendayagunaan Tenaga
Punyuluh KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

1,544,855,899

95.30%

100.00%

72,599,240

2.14.03.2.02.

0004

Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)

192,000,000

97.79%

100.00%

4,240,000

2.14.03.2.02.

0006

Fasilitasi Pelaksanaan
Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan
Pengembangan Program
Bangga Kencana untuk
Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

1,352,855,899

94.95%

100.00%

68,359,240

2.14.03.2.03

Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi Serta
Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah
Kabupaten/Kota

1,544,824,000

86.70%

100.00%

205,425,270

2.14.03.2.03.

0001

Pengendalian
Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

161,100,000

73.03%

100.00%

43,448,000

2.14.03.2.03.

0003

Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)

1,383,724,000

88.29%

100.00%

161,977,270
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2.14.03.2.04

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

158,650,000

94.25%

100.00%
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9,130,000

2.14.03.2.04.

0006

Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program
Bangga Kencana di
Kampung Keluarga
Berkualitas

158,650,000

94.25%

100.00%

9,130,000

2.14.04

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

3,594,320,000

99.06%

100.00%

33,650,000

2.14.04.2.01

Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

3,594,320,000

99.06%

100.00%

33,650,000

2.14.04.2.01.

0018

Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA)

120,000,000

77.62%

100.00%

26,860,000

2.14.04.2.01.

0021

Orientasi dan Pelatihan
Teknis Pengelola Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA)

47,120,000

96.63%

100.00%

1,590,000

2.14.04.2.01.

0024

Penyediaan Biaya
Operasional bagi Pengelola
dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejaheraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor
(UPPKA)

3,427,200,000

99.85%

100.00%

5,200,000

2.14.02

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENDUDUK

333,900,000

99.20%

100.00%

2,686,700

2.14.02.2.01

Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi Dengan
Pemerintah Daerah

20,700,000

99.13%

100.00%

180,000
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Kabupaten/Kota Dalam
Rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

44

2.14.02.2.01. | Penyusunan dan 99.13% 100.00%
0002 Pemanfaatan Grand Design 20,700,000 180,000
Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
Tingkat Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan 99.20% 100.00%
Pengendalian Penduduk 313,200,000 2,506,700
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02. | Pembinaan dan Pengawasan 95.82% 100.00%
0009 penyelenggaraan sistim 60,000,000 2,506,700
informasi keluarga
2.14.02.2.02. | Pencatatan dan 100.00% 100.00%
0012 pengumpulan Data Keluarga 253,200,000 -
TOTAL 96.53% 99.86%
26,788,309,094 929,009,651

Data Sumber : LRA dan Laporan Monev DP3AP2KB Tahun 2024
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk
Tahun Anggaran 2024 telah terlaksana dengan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggung
jawabkan baik secara fisik maupun dari sisi keuangannya. Sehingga secara umum semua
kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal dan memenuhi Rencana Capaian Kinerja

(target) sesuai yang tertuang dalam 4(empat) rencana strategis yang ingin dicapai.

Sejumlah penghargaan dan apresiasi yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
sebagai refleksi dari keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan tujuan misi
Kota Batam Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak
Mulia” yaitu :

1. Penghargaan Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2022 dan 2023 pada peringkat Nindya

2. Penghargaan Inovasi Pemerintan Daerah Aplikasi E-SIPUGA (Perencanaan,

Penganggaran dan Monitoring) Pengarusutamaan Gender Tahun 2023

Dengan demikian “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun
2024 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban terhadap Penetapan Kinerja dari
seluruh Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis dalam program-
program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil merealisasikannya dan diharapkan capaian ini akan
terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang sehingga tetap proaktif merespons segala
tantangan yang ada dalam upaya “Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak
perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri” sebagai tujuan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yang
tertuang dalam RENSTRA Tahun 2021-2026.
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Sebagai akhir dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Batam ini, indikator ukuran dan pembuatannya dilaksanakan dengan tetap mengacu dan

berpedoman pada aturan baku pembuatan LKjIP yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota

Batam dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi dan perbaikan

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

4.2. Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan Kkinerja dan pencapaian sasaran perlu diterapkan

sejumlah strategi pada pelaksanaan progam kegiatan yang akan datang, sebagai berikut :

1.

Terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dalam upaya mitigasi dan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat yang melibatkan
stakeholder terkait, LSM dan tokoh masyarakat.

Menggiatkan program penyuluhan dan edukasi tentang pembangunan kualitas keluarga
melalui kelompok ketahanan keluarga (UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R) dan
pencegahan Stunting di Kota Batam

Menguatkan program generasi berencana dalam upaya membangun mind set generasi
muda yang sadar dini terhadap kemandirian keluarga dan kesehatan reproduksi sehingga
tercipta generasi muda yang cerdas, berwawasan dan berbudaya sehingga dapat
meningkatkan mutu SDM masyarakat kota Batam

Membangun dan membina mindset perempuan (ibu rumah tangga) menjadi lebih
produktif dan memiliki keterampilan, menjadi pilar ekonomi yang dapat meningkatkan
taraf hidup keluarga di Kota Batam.

Meningkatkan Koordinasi dan kompetensi SDM internal Pegawai di lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam untuk dapat memahami tugas dan fungsi yang diemban sehingga

capaian indikator kinerja lebih mapan dan berproyeksi hasil.
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DOKUMENTASI PENGHARGAAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAAN PROGRAM
KEGIATAN TAHUN 2024

G ERAH

g2t Award

Menerima Penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Nindya pada Tahun 2022 dan 2023
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Menerima Penghargaan Inovasi Daerah SIPUGA pada penggunaan Aplikasi Berbasis Gender “Perencanaan Sistem

Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak”
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Koordinasi Mitra kerja dan Stakeholder dalama upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Batam
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Kunjungan kepada keluarga Korban Kasus kekerasan Anak

FENGADILAN NEGERI BATAM
KELAS |A
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ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS
PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2024




Penyuluhan dan Pelayanan KB Gratis di 12 Kecamatan
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Penyuluhan dan Pelatihan Kader di 13 Kampung KB

KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan,
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SOSIALISASI FORUM ANAK
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